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BUPATI BARITO KIJAI,A
PROVINSI I{ALIMA$TAN $EI"ATAI\I

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.451 70 /KUM /2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENJUAL BARANG MILIK DAERAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 329 Peraturan Menteri Dalam
Nqgeri Nomor L9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Birrang Milik Daerah, bentuk-bentuk pemindahtanganan
bi*+*g milik dae-qAh dapat dilakukan dengan penjualan;

b.

c. .:bph#a, untiik,:ketr+ iia pq #ii:,pros"s penjualan
tetang: - barerng lit<' dAefah.,"pernelftitatr . Kabupaten Barito
Kpafe-,,;"dip.a{rdsnd Fprlu. ur}tu,k',.'rnQrlurtiuk Penjual Barang

d. sebagaimana dimaksud
perlu ditetapkan dengan

Mengingat : 1. Unda:eg;Un Nqrnoq.,gf T*uii 1959 tentang Penetapan
Undang-Un{ 1ng Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan iDaed ffngliat II di Kalimantan (Lembaran
Negara'Republik Indorlesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1"7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tararrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4256l. sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor L

Tahun 2O2A tentang Kebiiakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Si.stem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 {Covid-19} dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yarlg Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
I o-L^+aa Naaoro Panrrlrlilz fnrlnnasiq Nnmnr 64R<l'

2.



4.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaarl Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2A tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi CoronaVuus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional danlatau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor L34,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6a85);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AW Nomor 244, Tartbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2AL4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 2A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6O9);

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2ALg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2A16
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5++l;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2A2I
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi,
dan Pelaporan Barang Milik Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor LO76l;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Teihun
2Ol7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tatrun 2OL7l;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nornor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 {Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

a.
b.

MEMUTUSTAN ,

Menunjuk Penjual Barang Milik Daerah Milik Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala adalah Kepala Bidang Aset Daerah
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut;

Nama : MUHAMMAD YASIER, S.Pi
NIP : 19790610 200501 1 014

: Kepala Bidang Aset Daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala

c. Jabatan

Penjual Barang Milik daerah Milik Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
bertugas :

1. Menandatanga:ri surat-surat/dokumen yang
berhubungan dengan pelaksanaan le1ang;

2. Menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan barang
kepada pembeli/pemenang lelang.

Seluruh hasil penjualan Barang Milik daerah Milik
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala disetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah Kabupaten Barito kuala.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Marabahan
15 Januari 2A24
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